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PERATURAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL 

NOMOR 6 TAHUN 2017 

TENTANG 

PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN BADAN 

STANDARDISASI NASIONAL 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL, 

 

 

Menimbang  : a. bahwa untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik, 

bersih, dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, 

perlu melakukan pengendalian gratifikasi di lingkungan 

Badan Standardisasi Nasional; 

b. bahwa untuk meningkatkan efektivitas pengendalian 

gratifikasi perlu peningkatan kepatuhan terhadap 

pelaporan Gratifikasi di lingkungan Badan Standardisasi 

Nasional; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 

Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional tentang 

Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Badan 

Standardisasi Nasional; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 
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2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-

Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan 

Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4150); 

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250), 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang 

Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 

Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak 

Pidana Korupsi Menjadi Undang-Undang (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 107, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5698); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang 

Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5135); 

5. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang 

Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan 

Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non 

Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, 

terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 

2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan 

Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, 

Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan 

Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
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Nomor 322); 

6. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 

Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaporan dan Penetapan 

Status Gratifikasi (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 2101) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 

6 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi 

Pemberantasan Korupsi Nomor 2 tahun 2014 tentang 

Pedoman Pelaporan dan Penetapan Status Gratifikasi 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 

1863); 

7. Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 

965/BSN-I/HK.35/05/2001 tentang Organisasi dan Tata 

Kerja Badan Standardisasi Nasional sebagaimana telah 

beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kepala 

Badan Standardisasi Nasional Nomor 4 Tahun 2011; 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL 

TENTANG PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI 

LINGKUNGAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Kepala Badan ini yang dimaksud dengan: 

1. Badan Standardisasi Nasional yang selanjutnya disingkat 

BSN adalah lembaga pemerintah non-kementerian yang 

bertugas dan bertanggung jawab di bidang Standardisasi 

dan Penilaian Kesesuaian. 

2. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut ASN BSN 

adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah 

dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat 

pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu 

jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya 

dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. 
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3. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya 

disingkat KPK adalah lembaga negara yang independen 

dengan tugas dan wewenang melakukan pemberantasan 

tindak pidana korupsi, yang dibentuk berdasarkan 

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 

4. Inspektorat BSN yang selanjutnya disebut Inspektorat 

adalah Unit Kerja yang melakukan pengawasan terhadap 

seluruh kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tugas 

dan fungsi BSN. 

5. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni uang, 

barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, 

tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, 

pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya, baik yang 

diterima di dalam negeri maupun di luar negeri, yang 

dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau 

tanpa sarana elektronik. 

6. Unit Pengendali Gratifikasi Badan Standardisasi Nasional 

yang selanjutnya disingkat UPG BSN adalah unit kerja 

yang ditunjuk oleh Kepala BSN untuk menjalankan 

fungsi pengendalian gratifikasi di lingkungan BSN. 

7. Penerima Gratifikasi BSN yang selanjutnya disebut 

Penerima Gratifikasi adalah ASN BSN yang menerima 

Gratifikasi. 

8. Pemberi adalah Orang yang memberikan Gratifikasi 

kepada Penerima Gratifikasi BSN. 

9. Formulir Pelaporan Gratifikasi adalah lembar isian yang 

ditetapkan oleh KPK dalam bentuk elektronik atau non 

elektronik untuk melaporkan Penerimaan Gratifikasi. 

10. Pelapor Gratifikasi yang selanjutnya disebut Pelapor 

adalah Penerima Gratifikasi BSN yang melaporkan 

Gratifikasi yang diterimanya dengan tata cara sesuai 

dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Kepala 

Badan ini. 

11. Laporan Gratifikasi adalah dokumen yang berisi 

informasi lengkap penerimaan Gratifikasi yang 

dituangkan dalam Formulir Pelaporan Gratifikasi oleh 
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Pelapor. 

12. Konflik Kepentingan adalah situasi dari ASN BSN yang 

mendapatkan kekuasaan dan kewenangan berdasarkan 

peraturan perundang-undangan memiliki atau diduga 

memiliki kepentingan pribadi atas setiap penggunaan 

wewenang yang dimiliki sehingga dapat mempengaruhi 

kualitas dan kinerja yang seharusnya. 

13. Kedinasan adalah seluruh aktivitas resmi ASN BSN 

dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan/atau jabatannya.  

14. Berlaku umum adalah suatu kondisi bentuk pemberian 

yang diberlakukan sama dalam hal jenis, bentuk, 

persyaratan atau nilai untuk semua peserta dan 

memenuhi prinsip kewajaran. 

15. Kurs Tengah Bank Indonesia adalah nilai tukar valuta 

asing dengan mata uang Rupiah yang didapatkan dari 

rata-rata kurs jual dan 

kurs beli (                                           ) pada hari 

tertentu. 

 

Pasal 2 

(1) Peraturan Kepala Badan ini dimaksudkan untuk menjadi 

pedoman BSN dalam mengendalikan Gratifikasi di 

lingkungan BSN. 

(2) Peraturan Kepala Badan ini berlaku untuk: 

a. ASN BSN; 

b. pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja; dan 

c. pihak-pihak diluar BSN yang menjadi mitra 

pengadaan barang/jasa. 

(3) Peraturan Kepala Badan ini bertujuan: 

a. meningkatkan kepatuhan ASN BSN terhadap 

ketentuan Gratifikasi;  

b. menciptakan lingkungan kerja dan budaya kerja 

yang transparan dan akuntabel di lingkungan BSN;  

c. membangun integritas ASN BSN yang bersih dan 

bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme; dan 

d. meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan publik 

atas penyelenggaraan layanan di BSN.  
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